BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 144 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya realokasi kebutuhan pupuk bersubidi pada

Mengingat:

Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, maka perlu mengubah
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2013 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk

Sektor Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 144 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2013;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3478);
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5015);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5233);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18,

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk

bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4 /2007
tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah
Spesifik Lokasi;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011
tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An - Organik (Berita
Negara Tahun 2011 Nomor 491);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011
tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita
Negartaq Tahun 2011 Nomor 664);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAK/PER/6/2011
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor

Pertanian;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PM.02/2011 tentang Tata
Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan
Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor
366);

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/S|R.140/10/2011
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 66 Tahun 2012 tentang
Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011
tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11);



Menetapkan :

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun

2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2012 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 144 TAHUN 2012
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 144 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah,sehingga

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi diwilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah,

waktu dan sub sektor.

(2) Realokasi antar Kecamatan dan Wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kutai
Kartanegara berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kutai

Kartanegara.

(3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala
Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura Kabupaten
Kutai Kartanegara, sambil menunggu penetapan oleh Bupati

guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan.



2. Ketentuan Pasal 4 ditambah sehingga Pasal 4 ayat (4) berbunyi

sebagai berikut :

(4) Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) maka ditetapkan realokasi Pupuk
Bersubsidi Tahun 2013 dan untuk memenuhi Kebutuhan
Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

— =

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP.19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 65



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 65 TAHUN 2013

TANGGAL 19 DESEMBER 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 144 TAHUN 2012
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO SUB SEKTOR UREA ZA SP 36 NPK PHONSKA | ORGANIK JUMLAH
1 |PERTANIAN TANAMAN PANGAN 3,345.00 300.00 |  1,000.00 2,500.00 548.00 7,693.00
2 |HORTIKULTURA 145.00 17.00 90.00 313.00 40.00 605.00
3 |PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 905.00 62.00|  370.00 407.00 45.00 1,789.00
4 |KELAUTAN DAN PERIKANAN 43.00 500  61.00 3000  10.00 149.00
5 |PETERNAKAN DAN KESEHATAN 19.00 ~13.00 22.00 ~ 45.00 10.00 109.00
{HEWAN
JUMLAH 4,457.00 397.00 1,543.00 3,295.00 653.00 | 10,345.00
PENAMBAHAN REALOKASI 550.00 2 300.00 450.00 - 1,300.00
JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK 2013 5,007.00 397.00 1,843.00 3,745.00 653.00 | 11,645.00

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ﬁdul/l/nfvﬂﬂ

RITA WIDYASARI




